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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

. a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 “ayat {1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan




| Méngingat

—

Rakyat Daerah [DPPRD) sesuai dengan walitu yang ditentukan oleh ketenfuan peraliuran perundang-undangan untuk
memperoleh Fersetujuan Bersama:

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
vang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang tdah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan -Peraturan
Daersh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tghun Anggaran 2018,

Pagal 18 ayat (6) Undang-Undang Dagar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negare yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotistne {(Lembaran Negars Republik Indoncsia Tehun 19959 Nomor 75, Tambahan Lembarafi Negara Republik
ndonesia Nomor 3851); '

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 'tentang Keuangan Negara {Lembaran Negare Repuhmg Indenagia Talhun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 téntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republk Indoneszia Tahun
2004 Nemer 5, Tambahan lembaran Negare Republik Indonesia Nemor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44007, '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negama Republik [ndonesia Nomor -4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewrangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintgh
Daerah [Lembaran iNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indenesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentamg Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) '

Und:ang-.Unt:iang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daersh dan Dewsn Perwakilan Rakyat Dacrah {Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahen Lembaran Negara Republik Indorieala Momor 2068} '

Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaren Negara Republik Indonmesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesis. Nomor 5587) sebagaimana telah diubeh terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedue Undang-Undang 1“Iﬁlr;nrnur.:«r 25 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2013 Normoi 58, Tambahan Lembaran
Nepara Republik [ndonesia. Nomor 5679}

Pergturan Pemerintah Nemor 109 Tahun 200¢ tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nemor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4028};- | .

Perdturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lemharén
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302
Peraturan . Pemenntah Nomer 55 Tshun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta hun- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembarin Negara Republik indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}%
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Peraturan Pemerintah Namaor €5 Tahun 2008 entang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimai (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2005 Nomor L50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 45835);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara REpubhk [ndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4592;;

Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahgn 2006 teptang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 'Eepﬁblﬂc Indonesia. Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Namor 21 Tahun 2007 tentang Perybahan Ketiga. Atas Peraturan Psmcriﬁtah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokcier dan Keuangan Pimpinan dan Angpofa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Idonesia Tehun 2007 Nomor 47, Tambahan lLembaran Negara Republik indonesia
Nomaor 4712); : . ]

Peraturan Pemerintah NMomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem [nformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahurl 2010 Nomar 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintehan [Lambaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2010 Nomor i23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah {Lembaran Negarea Republik Indonesia Tahun 22
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negam R'q:ﬂ;bllk Indonesta Tahun 2014 Nomor 1323, Tambahan Lermbaran MNegara Republik
Indonesia Nomor £539); : . :

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. yang bersumber dari Angparan Pendapatan dan Bdanja
Negara sebagaimanaz telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomo 60 Talun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2014 tentang Tium Desa yang
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694,

97 Peraturan Pemerintsh Nemor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembararn
Republik Indonesia Nomor 6057); |

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja. Pemerintah
Daerah sebagaimana tdah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeﬁ Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana da.n Prasarana Kerja Pemerintah
Traerah; - }

29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tshun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Neger{ Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -

30. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 32 Tahun 20]] tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber derl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Delam Negeri Nomer Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nepeti
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber deri Anggaran
Pendapatan tan Belanje Dasraly | h

31. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030}

32, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran. Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

33. Peraturan Daerah Kote Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengclolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nemor 06 Tahun 2014 tcntang Peraturan Daerah Kota Tual
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daergh Tahun 2014 Nomor
72, Tambahan Lembaran Daerah Nomar 7081); :




Meneta:.can

ANGGARAN 2018

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

s

dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN -

Paszal 1

Ahggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagai Verikut
Pendapatan Dasrah

1

2] Belanja Daerah

!

Permbiayaan Daerah:

8
b

Ponerimaan

Péngeluaran

Pembiryaan

Surplus f Defisit

Netto

Rp.

Rp

- FERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

508558,737.326,00

.668903.128282,.00

(70.344.320.956,00)

70.334.390.956,00 -

0,00

70344 .3} 956,00

DAERAH KOTA TUAL TAHUN
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Fasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 terdin dari:

a) Pendapatan Asli Daerah _ Rp. 32.528688.226,00
b Dana Perimbangan ' Rp. 527.509.060.000,00
¢ Lain-lain Pendapetan yang sah Rp. 38.520989.100,00

Pendapatan Asli Daerah sehagaimana dimaksud paia ayat (1) hunf a terdin dari jenis pendapatan :

g} Pajak Daerah : - Rp. - 4,030.916.716,00
b Retribusi Daerah Rp. , 4,882.025.000,00
d Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. ' "~ 1,681,115,661,00
d Lain.lain Pendapatan Asli Daerah yang ssh Rp. i 21,934.630.849,00
Dana Perimbangan schageimana dimaksud pada avat () hurul b terdiri dari jenis pendapatan :

8] Danea Bagi Hasil Rp 9.283.865.000,00
b Dana Alokasi Unium Rp. 39 470696000000

¢ Dana Alokaal Khusus Rp. 123.518.235.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (). huruf ¢ terdirl dari jenis pendapetan :

g Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 9.651.026100,00

by Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus . Rp.- ) 28869963000,00
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Fasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dati

al Belanja Tidak Langsung Rp.
b) Belanja Langsung Rp.

276171.009.282,00
392.732.119.000,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayet (1) huruf a terdini dari fenis beianja.

a) Belanja Pegawai _ Rp.
h] Belanja Sybsidj ’ - Rp.
¢ Belanja Hibah ' Rp.
dj Belanja Bagi Hasl kepada Provinai ;Kabupaten,-‘ Kota

dan. Pemerintah Desa Rp.
¢ Belanja Bantuan Kevangan : Rp.
fi Belanja Tak Terduga Rp-.

Eelgn‘,ja. Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dari jenis belanja :

&} Belanja Pegawai Rp.
B Belanje Barang dan Jasa Rp.
d Belanja Maodal Rp.

155158,422.282,00

1.900.000.000,00
33117.600.000,00

776.034.700,00
80218.952.300,00
- 5.000.000.0009,00

10585,600.200,00
219979699.495,00
162.166.519.305,00
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Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a) Penerimaan

b) Pengeluaran

Rp. 70,344.390 956,00
Rp. 0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan

‘&) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelummni/a (SilPA] ‘
Rp. 70,344.390.956,00
Fcngglué;ran éebaga.imé:na. dimaksud pada ayat (1] huruf b terdiri dari Jenis Pembigyaan:
a) 'Pény:rta.an Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. | ' _ 0,00
I Pembayaran Pokok Utang Rp. .0.00
Pasal &

Urgian Jebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimakaud dalam Pasal 1, tercantum. dalam Lamplran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

o B oW b e

Lampiran I
Lampiran T

. Lampiran I

Lampiran IV

Lampiran V

Ringkasan APBD :

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Rincian APBD menurut Urusan Pemeriritah Daerah, QOrganisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayan,

Rekapitulasi Belanja menurut Urasan Pemerintah Daerah, Organisasi, Fmgraﬁl dan Kegiatarn;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negaa;




Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Galongan dan Per Jabatan;

Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah

Lampiran VII Daflar Penyettaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran X Daftar Perkirazn Penamhahan dan .PEngurangén Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X  Daflar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel Lainnya.

11. Lampiran X Dafter Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sébetumnya yang belum diselesarkan dan dianggarkan kembali dalam

taliun anggaran ini;
. Lampiran Xl Daftar Dana Cadangan Daerah dan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

B heaE v riule v
I'-”d‘ —r
=

Pesal 6 .
Walikots Tual menetapkarn Peraturan Walkota tentang Penjabaran Anggaran Pandapatan dan Belanjs Daerah sebagai landasan

operasional pelakeansan APBD

»
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i | Pasal. 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
. Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan penpundangan Peraturan Paerah in denpan penempatannya dalam Lembaran

. Daerah Kota Tual. - _
Ditetapkan di Tual

pada tanggal 28 l::lese ber 2017

Diundanglan di Tual

M KOTA TUAL,

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TARUN 2017 NOMGR g9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSE MALUKU
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